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I. PEVDAHULUAN

Masyarakat desa merupakan masyarakat yang mempunyai ciri
khas tersendiri sehingga dapat dibedakan dengan masyerakat per-
kotaen, Magyarakat desa adaleh masyarakat beradat, maksudnya
masyarakat yang masih memegeng adat secara teguh, Adat istiadat
yang sudah ada sejak dulu ditaati dan merupakan pantangan untuk
dilanggar, baik oleh warga masyarakat setempat maupun oleh mere-
ka yang bersal dari luar daerah,1)

Adat kebiasaan mempunyal peransn yang sangat besar dalam
bidang pemerintzshan/kepemimpinan masyarskat desa. Para pemimpin
desa melaksanakan hsk dan kewajiban, tugas dan wewenangnya itu
selalu berakar/berpangkal tolak pada adat yeng berlaku, Nemun
untuk daersh.deerah yang sudah dekat dengan perkotaan adat ini
sudah agak meluntur, kecuali untuk daerah-daerah tertentu yang
memang adat istiadatnya masih kuat sepertl daerah-daerah di Bali.

Apabila kita lihat pada keglaten desa sehari-hari, maka
peranean pemimpin desa itu jelas akan kelihatan, Pemimpin desa
itu terdiri dari orang-orang yang terpilih secara formal, bia-
sanya menduduki jabaten-jabatan pemerintah desa dan ada juga pa
pera pemimpin informal seperti para pemuka masayarakat, tokoh
agama den adat, Para pemimpin desa itu merupaken panutan serta
tempat bertanya den mengikut., 2)

Peranan mereka itu dapat dalam bentuk formal maupun in-
formal,dapat dalam bentuk lisan maupun tertulis,resmi ataupun
tidak,lewat jalur pemerintahan maupun tidak, Pemimpin informal,
misalnya tentu saja dapat menyalurkan gagasan dan pendapainya
melalui rapat desa(rembug desa) atau melalui para pemimpin for-
mal begitu juga sebaliknya. Bahkan banyak persoalan yang nam-
paknya memang harus disalurkan melalui para pemimpin informal,

1) . M. Suprihadi Sastrosupono, Irs den M. Soehartono Sis-
wopangripto, Drs 2 Desa Kita : Alummi : Bendung: 1984: halaman 8.

2). Ibid ; haleman 2,



Banyak program-program yang berasal dari pemerintah baru bi
~sa berjalah kalau para pemimpin informal menyetujuinya.

Disamping itu ada satu hal lagi yang perlu dicatat
dalam ingatan kita yaitu bahwa masyarakat desa itu umumnya
baru merasa aman dan mantap untuk melakukan sesuatu yang ba
~ru bila mereka itu telah melihat bukti dari kebemaran dan
kebalikan sesuatu hal yang baru tersebut melalui praktek
yang sudah ada.Mereka itu pada umumnya Jjuga menunggu para
pemimpin desa berbuat terlebih dahulu,baru kemudian mereka
meniru apa yang dilakvkan oleh para pemimpin desa.Mereka
berbuat demikian dikarenskan adanya rasa takut untuk berbus
at begitu kalau~kalau perbuatan tersebut nantinya dianggap
ssbagal perbuatan yang melanggar adat atau perintah-perin--
tah agéma umpamanya.

- Dengan demikian jelaslah bagil kita bahwa peranan
remimpin desa itu sangat besar di dalam pelaksanaan segala
program pemerintah di desa-desa,Bagaimana halnya dengan pe
-negakan hukum pldana di desa? :

Seperti telah kita ketahui bersama,bahwa hukum ity
merupakan sarana terpenting untuk dapat menciptakan keaman
-an,ketertiban,keteraturan dan keadilan dalam pergaulan hi
~-dup sehari~hari sebagal warga masyarakat sekaligus warga
negara.Hukum itu berlaku untuk seluruh warga tanpa pandang
bulu.

Apabila suatu aturan hulcum it@fﬁilanggar oleh sese
-orang ,maka kemudian terjadilah pro&és penegakan hukum se
~~bagal reaksi dari pelanggaram hukum,Hukum yang telah diro
h-bohkam oleh adanya pelanggaran tersebut harus ditegakkan
kembali,.Proses penegakan hukum ini menjadl tugas,kewajiban
dan wewenang aparatur pernegak hulcum ., Dan merupakan kewajib~
an kita semua sebagal .warga negara yang baik untuk turut
serta dan berperan serta dalam proses penegakan hukum deng
-an ketentuan tidalk mengganggw para aparatur penegak hukum
di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.



IT, PERMASALAHAN

Ii dalam bagian ini penulis aken mengemukakan mengenai
pengertian-pengertian serta pembatasan-pembatasannya dari perma-
salahan yeng hendak di tampilkan, Pengertian dan pembatasan ini
perlu dikemukakan terlebih dahulu dengan maksud agar kita tahu
mengenai ruang lingkup yeng hendak dibahes.,

Ii delam makalah yang berjudul "Peranan Kepz2la Desa da-
lam Bideng Penegakan Hukum Pidana, maka ungur-ungsur yang hen-
dak ditempilkan dalam makalah ini, adalah sebagal berikut :

1. Kepala Desa,
Yang dimaksud dengen kepala desa adalah seorang pejabat yeang
dipilih oleh masyerakat desa yang berfungsl sebagai pimpinan
desa dengan memiliki tugas,hek,wewenang dan kewajiben seba-
gai penyelenggara dan penanggung jawab utema di bidang peme-
rintahan, pembangunan,kemagyarakatan,urusan pemerintahan umum
termasuk pembinasn ketentraman dan ketertiban. 3)
Hel ini dapat kita simpulken dari ketentuan Pagal 10 Undang-
Undang No,5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

2. Penegakan Hukum Pidana,
Yang dimeksud dengen penegakan hukum (hukum pidansa) adalah
proses untuk mewujudkan keinginan-kelnginan hukum (hukum pi-
dana) yakni pikirem-pikiran badan pembuat wndeng-undang yang
dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu menjadi kenya-
taan. |
Dengan kata lain penegakan hukum (hukum pidana) merupaksn su-
atu usaha untuk mewujudkan ide~ide atau kongep-konsep yang
abstrak mengenai keadilan,kepastian hukum dan kemanfazatan so-
sial.4)

Penegakan hukum pidana oleh negara dilakukan melalui apa-
rat penegak hukum dengan titik sentralnya pada lembaga peradilan
dengan putusan peradilan sebagai hasil akhirnya. Aparat pemegak
hukum itu ialah : lembaga kepolisian,lembaga kejaksaan,lembaga
pengadilean dan lembaga pemesyarekatan. Ii dalam menjalanken tu-

" _3).—Anbnim : UU_BI_No.5 Tahum 1979 Tentang Pemerintahan
Desa dan UU RI No.5 Tehun 1974 Tentang Pokok-poko L emerin tahan
1 Daeran: Anefia Timu:z §anarang. @33' ﬁaiamen 15. .

4). Satalpto Rahardao Prof, Ir,SH: Magalah "Penegokan Hu-

kum, Suatu Tinjauan Sosiologig: BPHN: 8inar Baru: Bandung: Tan-
pa Tahuns halamann 15 dan 25, .~ - S




gagnya keempat lembage pemerintahan tersebut di atas merupaken
satu kesatuan dari apa yeng dikenal dengan Sistem Peradilan Pi-
dena. Disamping itu masih ada satu lagi lembaga tetapi buken
berasal dari pemerintah yaitu lembege bantuan hukum,

Dalam meskalah ini penulis menampillkan bebergpa permasa-
lahan,sechagal berikut .2
1. Apa sajakah peranan kepala desa dalam bidang penegekan hu-

kum pidemna?

2. Sempai sejauh manakah persnan kepala desa tersebut di atas?

3, Bagaimena peranan tersebut apabila dilihat deri proses pe- |
negakan hukum pidana secare keseluruhen?



ITL. PBIBAHASAN PERMASALAHAN

Menurut Pasal 12 Undeng-Undeng No,5 Tahun 1979 tentang Pe-
merintahan Desa; yang dimaksud dengan desa adalah suatu wilayah
yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagal kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung
dibawah Camat den berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri
dalam ikatan Negara.Kesatuen Republik Indonesia.5)

Desa sebagal suatu kesatuan masyarakat yang bertempat ting-
gal pada suatu wilayah tertentu serta berhak mengatur/menyel emgga~
rakan rumah tengganya sendiri merupakan suatu orgenisasi masyara-
kat hukum, Masyarakat hukum adalah magyarakat yang membentuk hu-
kum dan mentatatinya sendiri.6)

Dengan demikien di dalam masyarskat desa itu berlaku dua
macam hukum yakni hukum negara dan hukum adat desanya, Kedua atur-
an hukum tersebut harus ditaati dan pelanggaran terhadapnya dapat
dikenakan sanksi., Berarti di dalam penegakan hukum pidana itu di
dalamnya terkendung dua maksud, yakni penegakam hukum pidana nega-
ra dan penegakan hukum pidana adat,

Dalam meK&lah ini penulis hanya akan membshas mengenai ma~-
salah penegakan hukum pidene negara, Sedangken mengenai penegak-—
an hukun pidana adat itu tidak dibahas dikarenakan hukum adat yang
berlaku untuk desa-desa di daerah-daerah yang adat istiadatnya su-
dah mengendur sudah tidak berlaku lagi hukum adat (hukum pidana
adat).

Pada bagian muka telah penulis terangkan, bahwa kita seba-
gal warga negara yang baik berkewajiban untuk turut serta dalam
proges penegakan hukum pidama., Dengan catatan turut serta kita
itu tidak menggenggu para aparatur penegak hukum dalam menjalan-
kan tugas dan kewajibannya serta menghindarkan diri dari perbuat-
an 'main hakim sendirin, |

Peren serta dan turut serta warga negara dalam proses pe-
negakan hukum adalah penting dan sangat bermanfaat begi aparatur

5). Anonim: UUJ RI No,5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan
Desa dan YU RI No.5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan
di Deerah: Op. Cit,: halaman o, .

6). Tatok Siswanto: Pokok=-pokok Penyelenggaraen Pemerin-
tahen Desas Referensi Materl PemE%EéIan KK* .‘[JNTE%ZIKEK Ti: Se=

mereng: 1989: halaman 1,
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penegak hukum khususnya dan untuk proses penegakan hukum
secara keseluruhan.ﬂpalagi bagli mercka yang menduduki tem-
pat kedudukan sebagai venjabat yang mempunyai kekuasaan U
tuk mempengaruhi sekelompolk masyarakat.Kepada mereka . ini
kewajiban tersebu® dibebankah sebagal suatu tugas untuk ke
miudian dimintakan pertanggungjawabkannya.

Pada bagian terdahulu telah kami uralkan sedikit
bahwa kepala desa itu bertindak sebagal pimpinan desa.Se -
hingga dengan demikian kepala desa 1tu dibebani tugas dan
tewaJiban untuk turut serta dalam proses penegakan hulkum
pidana dengan mempertangpungungjawabkannya.

A.PENANGGUNG JAWAB UTAMA DALAM PTMBINAAN KERTENTRAMAN DAN
KETRRTIBAN

Kepala desa menduduki tempat pada titik sentral
dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintshan desa.Pernya-
taan tersecbut mengandung makna bahwa semva keglatan yang
berupa dan keglatan -lain yang berkaitan dengan proses pe -
nyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi bidang pemer
-intshan,pembangunan,kemasyarakatan serta urusan pemerintah
«ah umum termasuk di dalamnya pembinaan ketentraman dan ke-
tertiban. .

Tugas kerala-desa dapat kita,;ihat dalam pasal 10
UU No.5 tahun 1979,yaltu bahwa:Kepala ‘desa menjalankan halk,
wewenang,dan kewajiban vimpinan pem&rintahan Dega yaitu me-
nyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penye-
lengrara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan,
pembangunan dan-kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan
urusan pemerinﬁahan Desa,urusan pemerintahan umum termasuk
rembinaan ketentraman dan ketertiban sesual dengan reratur:
~an perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta
mengembangkan Jiwa gotong royong masyarakat sebagal sendi
utama pelaksanaan pemerintahan desa.



Menurut alinea terschut di atas maka dapat disim-
pulkan bahwa Kepala Desa mempunyal fungsil sebagai berikut:
l.Melaksanakan keglatan dalam rangka penyelenggaraan urusan
rumah tangga desa,

2Menpggeraklzan partiasipast masyarakat dalam wilayah desanya.

3.Malaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah,

heMelaksanakan tugns pembinaan ketentraman dan ketertiban,

5.Melaksanazan koordinasi Jalannya pemerintahan,pembansunan
,dan pembinaan kehidupan masyarakat desa.

6.Melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termas-
uly tugas sesuatu instansi dan termasuk urusan rumah tangea
desa. 7).
Dari point yang keempal tersebut di atas,kepala de-
sa merupakan penanggung. jawab ttama ‘dalam pembinaan keten - .
traman dan ketertiban.Pembinaan ketentraman dan ketertiban
masyarakat dilakulan melalui:
1.Penpgakti fan, petbinaan, pengorahan, serta pengawasan terhadap
pelaksanaan tusas-tugas Satgas Hansip.Kepala desa karena
jabatannya menjadl Ketua Satgas Hansip,

E.Pengaktifan,peﬁbinaan,pengarahan,serta pengavasan terhadap
velaksanaan ronda kelillng kampung untuk tiap-tiap RT.
Mengenal pelaksonaan ronda ini biasanya untuk tiap RT telah
di.dirikan Poskamling. |

3.Tengamanan terhadap pelaku kerusuhan'dqn sekaligus mereda-
kan kemarahan massa dalam hal térjadi‘%natu keruguhan atau
suatu tindak pidana.

heMeleral setiap pertengkaran yang terjadi dan memberikan al
~ternatif penyelesaian melalui jalan damat.

5.Melakukan sidak(inspeksi mendadak):terhadap kampung-lkampung
vang dlanggap sebagal pusat kegiatan adanya tindak pldana
rilsalaya:perjudian,Untuk selanjuinya terhadap para pelaku
diberl pengarahan atau findakan kebi jaksanaan lain,

Ly

7)Ibidihalaman 4,



B.PENERANGAN MENGENAI TUKUM

Kepala desa memberikan penerangan mengenai hukum ke
~pada warga masyarakat desa.Penerangan mengenal hukum ini
danat dberups pemyuluhan hulkum ﬁada saat ada rapat desa,per-
temuan desa atau acara desa resml lainunya.Penyuluhan ini
dapat Juga dllakulkan pada saalt kepala menyclesaikan suatu _
kasus yang terjadi dalam masyarakat, (l1al inl akan diterang-
dalam sub bab berikotnya).

Penyuluhan mengonal hukum'inj adalah cesual dengan
fungsi kepnla desa pada point kedua.¥epala desa herfungsl
untuk meng gnrakknn rariisipasi masyarakat dalam wilayah de
~ganya.Dalam hal ini kepala desa bertindak mebagail motiva-
tor dan inovator di dalam lingkup penegakan hukum pidana,
Ia memberikan motivasi kepada wasyarakat desa agar masya-
rakat desa ifu mauv bertindak sesual dengan hukum yang her
~laku dan taat/patuh terhadap aturan hukum yang ditujukan
kepadanya.Ta memberikan hal-hal yang berupa suatu pembaru
-an terhadap pemahaman ideéide yang ada dalam masyarakat
desa, .

Disamping itn penyuluban hukum juga merupakan tu-
£fas yang dllimpahkan oleh Pemerintah Naocrah kepada Kepala
desa(lihat point ketiga).Wal Inl dapat %ita lihat dalam
Aarls-garis Peser Haluan Wegara(Tap.MPR RI No,I1/MPR/1908%)
dL dalam Pola mum TPelita Kelima,khususnya mengenal Arah
dan Xebl jaksanaan Tembangunan Bidangs ”uEhm(Bab TV huruf M
pada Jjudul "Politik,Aparatur “emérintﬁh,ﬂuhnm,ﬁenerangan
dan Media Massa,Wubungan Luar Wegaeli'' pote nomor 3 huruf
o) ,maka penynluban hubbum itn merupakan hagian dari pem-
hangunan di bildeng hvukum yang berarﬁi monjadi tugas Pemer
~intah Daerah,Kaml kutipkan sebagal berlikut:

e.Penyuluhsn hulzum perlu dinasrnlaplkan untuk mencapni
kadar kensdaran hukum yang tinggl dalam masyaras
kat,sehingpa ‘setlap anggota masyaralkat menyadari
doan mnnghayaf1 hak dan kewajibannya sebagal warga
negara,dnlam rongha tegnknya hukum,keadilan dan
Dﬂl]inunnpan terhadap harkat dan mnrtabat manuaia
ketertihan,kotentraman dan kepastian hukum ser-
ﬁa Lerbontuknva perilaku setiap warga negara In-
donesla yang taat pada hukum.8



A*9

GBIY merupakan pedoman bagi Yemerintah dalam menye-
lenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan.Melalui Pem
~erintah Pusat tnugas-tugas yang ada di dalam GBHN itu kemu-

dian diserabkan kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya

juga diserahkan kepada Kepala Desa sebagal kepala pemerin-
tahan yang terendah.Tugas ini kemudian menjadi nrusan rum-
ah tangga desa. |

Darli kutipan tersebut di atas kita tahu bahwa penyu
~luhan hukum dimaksudkan untuk mencapal kadar kesadaran huk
~um yang tinggl dalam masyarakat.Kesadaran hukum mempunyai
arti kesadaran diri kita di dalam menghadapl hukum yang ber
~laku sehingga kita dituntun untuk bertindak sesual dengan
aturan hukum yanz borlaku.

0, PENVELESATAN KASUS-KASUS PIDANA SERWLUM MASUK PENGADILAN

Swatu tindak pidana dapat saja terjadi di desa,mis-"
alnya:tiindak pidana pencurian,tindak pidana pembunuhan dan
sebagainya.Dalam hal terjadi suatu tindak pidana maka peran
~an kepala desa itu tidak-dapat terlepaskan dari masalah pe
-nyelesalan kasua pidann yang terjadi tersebut.

Kepala desn sebagal pimpinan utama dalam bldang ke-
masyarakatan di desa yang berarti ia hertindak sebagal bap-
alk terhadap warga masyarakat desa.Nengan demlkian apablla
ada warga masyarakat desa yang terkega.suatu tindak pidana
(menjadi korban tindak pidana),maka kepala desa merupakan
tempat mengadukan nasih mereka.Vang kamndian kepala desa
mencatat semmna kejadian tersebut dan melaporkan kejadian
findak pidana terscbut di dalam Buku Register Desa yang
khusus mencatat mengemal Kejadian Kriminil yang terjadi di
desga, b J ,

Dalam hal si pelaku tindak pidana tersebut tidak
tertangkap tangan.ﬂrtipya*si pelaku tindak pidana masih bal
-um ketahuan siapa orangnya atau sudah tahu siapa orangnya
namun melarikan diri sehingga tidak tertanghkap.Make kejadi-
an tersebut cukup ditulis dalsm Buku Register.Untuk selan -
jutnya dilaporkan ke plhak Kepolislan dengan tembusannya

&)Anonim:GBHN!B&:PT.P&belanESurakarta:1988halaman 88~
89.
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Apablila si pelaku tindak pidana tertangkap tangan,
maka kepala desa sebagal penanggung jawab utama di didang
ketentraman dam ketertiban masyarakat bertindak mengamankan
sl pelaku dari amukan massa.Bersamaan dengan itu képala de-
sa moemberlikan pengarahan kepada massz agar tidak main hakim
sendiri karena sudah ada plhak yang berwenang menyelesalkan
masalah tersebut yaitu Kepolisian,Kejaksaan dan Pengadilan,
Selanjutnya kepalgdesa menyerahkan pelaku tindak pidana ké-

rada plhak Kepolisian yang berwenang dalam wilayahnya,Priog- |

gs selanjutnya kepgla desa membantu pihak kepolisian apabﬂ-
la dimintai keteramgannya untuk memperjelas kasus yang b ﬂm
sangkutan, %
Bagaimana halnya dengan tindak pidana yang pelakh
nya adalah warga desa sendiri?Dalam hal ini maka ‘akan ta.{
pak Jjelas bahwa kepala desa mempunyal peranan yang sanga
penting dalam menyelesaikan kasus-kasus plidana yang terjad i
di desa,Apabila sustu tindak pidana itu pelakunya adalah|ju
-ga warga desa,make korban akan melaporkan peristiwa terse
~ut kepada Kepalg desa dan mengatakan kesaksiannya bshwa |si
pelaku adalah orang yang dlcurigainya.%orban mengatakan ke-
saksliannya dengan membawa saksi-saksi ke hadapan Kepala e#
sa.Setelah menerima laporan/vengaduan tersebut kepalgdesa
akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1l.Menérina laporan/pengaduan dan menanyahan sejelas—iela¢~5

\

nya dan selengkop-lengkapnya.
2.Menyelidiki laporan/pengadnan tersebnt apakah henar apn ,
kah tidak dengan cara mencari informasl dari selain pih K
korban.Fal inl bisa dilakukan sendirl atau dengan manyu
rubh orang lain untuk menyelidikinygm.
3,Apabila ternyata kejadian tersebut tldak bensar,artinya

pelapor/pengadu hanya membuat-buat,maka kepala desa akan

memangsll si pelapor/pengadn dzn memberikan peringatan
keras kepadanya.Peringatan ini berisikan bahwa apabila .
pelapor/pengaduv m:mberikan lavoran palsu maka kepadanya

‘akan dikenakan sanksi sehubungan dengan lavoran palsu dan

pencemaran nama baik orang lain,

heApabila ternyata kejadian tersebut benar,artinya si pel ~§

por /pengadu itu tidak membuat-buat,maka kepala desa ak n



memanggil si pelavor/vpengadu,orang yang dicurigal dan pa
~ra salksl untuk dimintal keterangannya,Pemangglilan ini
ditentukkan jamnya dan harinya dengan tempat di tempat
tinggal kepala desa. . : R

5.Kepala desa mengkonfrohtasikan(mempertemukan) keterangan
masing-masing pihak dengan disaksikan warga desa.Jadi me.
-rupakan sldang terbuka untuk umum,

6.%epala desa meminta keterangan dari si pelapor/pengadu
terlebih dahulu.Kemudian orang yang dicvrigal sebagal pe-
laku tindak pidana dan setelah itu saksi-gsaksl dimintal
keterangannya, °

7+5etelah semua selesal memberikan keterangannya,kepala desa
menyatakan tuduhannya berdasarkan laporan si pelanor/veng
-adu kepada 8l pelaku,XKepala desa menerangkan bahwa apa-
bila si pelakw itu menyatakan benar tuduhan tersebut maka
kasug yang bersangkutan tidak akan diteruskan sampai ke
Pengadilan.Dan si pelakp hanya dibebanl kewajiban untuk
meninta maaf kepada korban dengan mengembalikan barang-
barang yang telah dikuasainya secara tidak syah dan atau
memberikan gan%i kerugian dan atan kewajiban lain atas
kesepakatan bersema.Kepada sl pelaln Juga diharapkan un-
tuk tidak mengulangl lagi perbuatannya dan bertaubat ke
vada Tuhan.Dengan demikian kepala desa berusaha menyele-

saikan kasus~kasus pldana itu gecara damal terlebih dahu
.-111 » ’ V Y . 3 .

8.Apabila usaha damal ini tercapal maké“kepala desa membu-
barkan sidang tersebnt dan kemudian kepala desa_bertin;
dak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban
yang telah dibebankan tersebut di atas.Dalam hal usaha
damai ini tercaral kepala desa tidak akan memasukkan per
~istiwa tersebut di dalam Bulkku Register Desa khusus Keja
-dian Kpiminil., “

g.Apabila usaha danal tidak tercapal,artinya orang yang di
~curigal. sebagal pelaku tidak mengakui perbuatannya dan -
tetap membantah.!aka kepala desa mengatakan kepada para
pihak bahwa kasus yang bersangkutam akan diteruskan ke
Pengadilan melalui pihak kepolisian,
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10, 3idang dibubarkan oleh kepala desa.Kemudian kepala desa
membuat laporan kejadian dan laporan/pengaduan dari si
korban kepada plhak kepolisian.,Dengan adanya laporan ini
kepala desa berkewajiban untuk mengisi Buku Reglster Desa
khusus Kejadian Kriminil untuk dipakal sebagal bahan lap-
oran tahunan ke Kecamatan(laporan bulanan).

Pengecnallian terhadap ketentuan tersebut di atas
adalah apabila tindak pidans tersebut merupaken tindak pida
~na yang kerugian immateriilnya sangat berat atau yang an-
caman ridananya berat misal:tindak pldana pemerkosaan,tin-
dalkk pidana pombunuhnn.nalam hal yang demikian ini ferjadi

maka kasus yang bersangkutan langsung diteruskan kepada pi-
hak yang berwenang.

" Melihat wralan tersebut di atas maka tindakan kepala
desa dapat dikatakan mirip dengan diversi(divertion) yaitu
pemberian wewenang kepada jaksa(badan penuntut umun) untuk
menyeleksl apakah perkara itu akan dituntut ataukah tidak bu
~kan karena alasamw demi keﬁentingan unum tetapl didasarkan
pada bhaik buruknya penuntutan dengan syarat-syarat tertentu
(conditional progecuse),Jadi merupakan suatu prinsip menghin
~darkan pelaku tindak pidana dari proses peradilan.,

Yang membedakan‘dengan diversi yaitu pada diversi wewenang
ada pada tangan Jaksa,sedangkan dalam uralan tersebut di
atas wewenang ada pada kepal desa. . -

- Tindakan yang demikian inl dalam era penegakan huk
-um pidana modern telah mulad dirintisg oleh negara-negara
modern seperti negara-negara di ‘Tropa Barat,Amerika Serikat
dwn Jepang,

Hal yang membedakan tindakan kepala desa dalam bi-
dang: penegakan hulkum pidama dengan tindakan para aparatur
penegak hukum adalabh bahwa para aparatur penegak hukum itu
mempunyai alat pemaksa dan berwenang penuh serta dilegali-
sasi dengan adanya peraturan perundang-undangan yang meng-
aturnya.Sedangkaﬂ kepala desa tidak mempunyal alat pemsksa
dan tidak ads peratuvran perundang-undangan yang mengatur ke
-wenangannya di dalsm penegakan hukum pidana dl wilayah de
-5anYa. "
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10,31dang dibubarkan oleh kepala desa.Kemudian kepala desa
membuat laporan kejadian dan laporan/pengaduan darl si
korban kepada plhak kepolisian.Dengan adanya laporam ini
kepala desa berkewaJlban untuk mengisli Buku Register Desa
khusus Kejadian Xriminil untuk dipakai sebagal bahan lap-
oran tahunan ke ¥ecamatan{laporan bulanan),

Pengecuallian terhadap ketentuan tersebut di atas
adalah apabila tindak pidana tersebut merupaksn tindak pida
-na yang keruglan immatoriilnya sangat berat atéu yang ane-
caman pldananya berat misal:tindak pidana pemerkosaan, tin-
dak pidana pembunnhan.nalam hal yang demikian ini ter jadi
maka kasus yang bersangkutan langsung diteruskan kepada pi-
hak yang berwenang. ‘

Melibhat uralan tersebut di atas maka tindakan kepala
desa dapat dikatakan mirlp dengan diversi(divertion) yaitu
pemberian wewenang kepada jaksa(badan penuntut umum) untuk
menyeleksi apakah perkara itu akan dituntut ataukah tidak bu
~kan karena alasan demi keﬁentingan umum tetapl didasarkan
rada baik huruknya penuntutan dengan syarat-syarat tertentu
(conditional progecuse),Jadi merupakan suatu prinsip menghin

~darkan pelaku tindak pidana darl proses peradilan.
Yang membedakan denpan diversi yaltu pada diversl wewenang
ada pada tangan joksa,sedangkan dalam uraian tersebut di
atas wewenang ada pada kepal desa. |

Tindakan yang demikian ini dqlam era penegakan huk
~un pidana modern telah mulad dirintis oleh negara-negara
modern seperti negara-negara di Wropa Rarat,Amerika Serikat
dan Jepang. '

' Hal yang membedakan tindakan kepala desa dalam bl=-
dang: penegakan hukum pidana dengan tindakan para aparatur
penegak hukum adalah bahwa para aparatur penegak hukum itu
mempunyal alat pemaksa dan berwenang penuh serta dilegali=-
gasli dengan adanya peraturan perundang-undangan yang meng-
aturnya,Sedangkan kepala desa tidalk mempmnyai alat pemaksa -
dan tidak adsa pératurau perundang-undangan yang mengatur ke
-wenangannyn di dalam benegakan hukum pidanas di wilayah de
—HaAnya,
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IV, PENUTUP Ty
Dalam bagian penutup 1lni kami akan menguraikan meng
-enai kesimpulan-kesimpulan darl keseluruhan uraian terseb-
ut dl atas terutama pada isl uraian.Dan pada baglan teral-
hir kami akan mencoba memberikan sedikit saran-saran yang
mungkin dapat berguna bagl kita semua,

A KESTMPULAN

Setelah k¥ta membaca kemudian memahami uraian-ural-
an tersebut di atas maka dalam diri kita lelah terhimpun ke
~simpulan-kesimpulan.Kesimpulan-kesimpulan ini dapat kita
gunakan untuk menjawad permasalahan-permasalahan yang telah
diuraikan dalam Ba®» I,Pendahuluan,

Kegimpulan-kesimpulan yang sekaligus merupakan Jja-
waban- jawaban darl permasalahan-permasalahan yang telah ka-
mi kemukakan tersebut di atas adalah sebagal berikut:
1l.Peranan kepala desa dalam bidang penegakan hukum pidana
. adalah, bahwas |

a.Kepala desa bertindak sebagl penanggung jawab utama
dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah
desanya. Pembinaan ketentraman dan ketertiban ini dila-
kukan melalui: o
(1)Pengaktifan,pembinaan,pengaréhanqs@rta pengawasan
pelaksanaan tugas Sqtgas_ﬂansiﬁ.
(2)Pengaktifan,pembinaan,péngarahan dan pengawasan pel
-aksanaan Poskamling,
(B)Pengamanan dalam hal terjadi kerusuhan/tindak pida~-.
na,
(h)Meleraikﬁn'pertgngkaran secara damal.
(5YMelakukan inspeksi mendadak terhadap wilayah rawan.
b.Kepala desa bertiﬁdak sebagal Juru penerangan mengenal
hukum yang berlaku dalam kehidupan memegara melalui pe
-nyuluhan-penyuluhan hukum, |
c.Kepala desa bertindak sebagal penyelesal pertama seka-
ligus penanggung Jawab utama dalam hal terjadi tindak
pidana di dalam wilayahnva.

Tt

. -~ fomee . I ‘:/:4?..
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2.Peranan kepala desa dalam bidang penegakan hukum pidana
mempunyai kewenangan tersendiri d1 dalam menyelesalkan
kasus~-kasus pidana yang terjadi di dalam wilayahnya.
Kewenangan ini berupa penyelesaian kasus-~kasus pldana
secara damai terlebih dahulu dikarenakan korban dan pela
-ku adalah sama-~-sama warga desa.
3.Peranan tersebut di atas bila dilihat dari proses pene -
gakan hukum pidana secara keseluruhan,maka dapat'-dikata-
kan bahwa:
a.Tindakan kepala desa dalam proses penegakan pada fase
sebelum masuk gengadilan.Jadi berfungsi sebagal sarana
peprgantar.,
b.Tindakan kepala desa‘dalam'prosés penegakan hukum pida
~-na merupakan proses penegakan hukum pidana secara in-
ternal dan berdessarkan kekeluargaan atas dasar kesepa-
katan bersama kedua belah pihak.
c.Tindakan kepala desa dalam proses penegakan hukum pida
-na belum diatur &1 dalam peraturan perundang-undangan.
B, SARAN-SARAN

Saran-saran yang akan kami kemulkalkan dalam kesems
| patem ini adalah: '
l.Hendaknya kewenanecan kepala desa di dalam menyelesaikan
kasus-kasus pidana secara damai itu dilegalisasikan dal=

E am bentulk suatu,peratﬁran perundang-undangan hukum pida-
na gehingpga kepastian hukumnya lebih terjamin,

k 2. Hendaknya dalam masa mendatang negara kita sudah mulai

\ " memikirkan upaya penyelesdiaﬁ'kasua~kabus pldana secara

| - damai dqlam suatu hentuk peraturan pcrundang-undangan.

\ Rarena tidak mUngkln semua pelaku tindal pidana itu di~-
masukkanm ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dikarenakan ke..
~kurang mampuam Lembaga Pemasyarakatan di dalam menam-

\ pung semua pelaku tihdak pidana yang telah diputus oleh

\ Pengadilan Negeri untuk menjalankan pildana renjara atau

\ pidana kurungan.

l

l

|

|
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